BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR °° TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN
2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan usulan dari SKPD
maka perlu merubah Peraturan Bupati Berau Nomor 39
Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016,

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas,
perlu  menetapkan Peraturan Bupati DBerau tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 39
Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tk I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhuan 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahen Lembaran NMegara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinteh Momor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
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25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Deaerah
Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
65/PMK.02/2015, tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun
Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015
tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran
2016 ( Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 39 ), diubah sebagai
berikut :

Pada Lampiran Peraturan Bupati Berau Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar
Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 diubah
yaitu pada :

1. Honorarium/Tunjangan Lainnya

2. Biaya Honorarium dan Hadiah Kegiatan Kejuaraan/Perlombaan

3. Standarisasi Biaya Diklat BKPP

4. Standarisasi Biaya Mahasiswa PNS Tugas Belajar

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya adalah Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal °7 ‘grvstus 2016

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal ~72 Agustus 2016
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SEKRETA]

BERI'f‘A DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR. 25



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

1.

NOMOR :2° TAHUN 2016
TANGGAL : 722 AGUSTUS 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

BERAU NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR
BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2016

PERUBAHAN HONORARIUM/TUNJANGAN LAINNYA TAHUN 2016

NO. JENIS PENGELUARAN STANDAR BIAYA | KETERANGAN
(Rp. )
1 2 3 4
1. | Tunjangan/Honorarium Perangkat ULP |
- Pelaksana ULP 7.500.000 / Orang/Bulan ‘
- Staf Sekretariat 1.000.000 / Orang/Bulan I
2. | Honor Perawatan Alat Pemberi Isyarat Lalu l
Lintas (APILL) .
- Teknisi Perawatan & 200.000 / Orang/Hari
Perbaikan l
- Operator Sky Lift/Hidrolik 170.000 / Orang/Harx l
3. | Medical Cek Up bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan ‘
Anggota DPRD termasuk keluarga yang ditanggung 1 {satu)
orang isteri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung
- Medical Cek Up Sederhana 918.150 / Orang/Tahun
- Medical Cek Up Sedang 1.116.150 / Orang/Tahun
- Medical Cek Up Canggih 1.365.390 / Orang/Tahun
2. PERUBAHAN BIAYA HONORARIUM DAN HADIAH KEGIATAN KEJUARAAN
/PERLOMBAAN TAHUN 2016
NO. JENIS PENGELUARAN STANDAR BIAYA KETERANGAN
(Rp.)
1 2 3 4

Beasiswa Masyarakat Tidak Mampu /Berprestasi ‘

)

- S1/D.IV
- D.II

- SMA

- SMP

- SD

5.500.000 / Orang/Tahun |
5.000.000 / Orang/Tahun
3.000.000 / Orang/Tahun
2.500.000 / Orang/Tahun
2.000.000 / Orang/Tahun
1.000.000 / Orang/Tahun




3. PERUBAHAN STANDARISASI BIAYA DIKLAT BKPP TAHUN 2016

NO. JENIS PENGELUARAN STANDAR BIAYA | KETERANGAN
(Rp.)
3

1 2 4

1. | Satuan Biaya Diklat/Bimtek
- Uang Saku Peserta 150.000 / Orang/Hari | Diklat Luar Daerah

4. PERUBAHAN STANDARISASI BIAYA MAHASISWA PEGAWAL NEGER! SIPIL
(PNS) TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BERAU TAHUN 2016

NO. JENIS PENGELUARAN STANDAR BIAYA KETERANGAN
(Rp.)
1 2 3 4
Jenjang Pendidikan

1. | Diploma III 25.000.000 / Orang/Tahun

2. | Strata 1 27.000.000 / Orang/Tahun

3. | Strata 2 45.000.000 [/ Orang/Tahun

4. | Dokter Spesialis 45.000.000 / Orang/Tahun

5. | Strata 3 80.000.000 / Orang/Tahun

Ditetapkan di Tanjung Redeb

=,

Pada tanggal 22 /fecustus 2016

S

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal eustue 2016
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BERIT;A:BAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR. ~%




